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Urgensi Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat 

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Otonomi Daerah Menuju Terciptanya Local Good Governance

Yang terhormat Bapak Menteri Perikanan dan Kelautan RI,

Yang Terhormat Bapak Gubernur Jawa Timur,

Al Mukarrom Para Ulama, khususon KH. Drs. Nur Chotim Zaini

Para Undangan, khususnya rekan-rekan dari LSM, yang kami hormati

Assalamu’alaikum War. Wab.

Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala rahman dan rahimNya, sehingga kita bisa hadir di ruangan ini dengan suasana damai dan tenang untuk bertukar fikiran tentang masalah yang penting dan strategis ini. Saya katakan penting karena kita bicara peran pesantren dalam peningkatan keberdayaan masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa secara historis pesantren adalah pejuang dan pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia yang selalu dipinggirkan oleh Pemerintah Kolonial, padahal dari pesantren inilah lahir generasi pembangun bangsa yang gigih dan beriman. Dan saya sebut strategis karena perbincangan kita ini dikaitkan dengan otonomi daerah dan good governance, dua terminologi yang sedang populer dan menjadi kata kunci dalam reformasi. Pesantren merupakan komunitas yang mempunyai komitmen tinggi terhadap implementasi nilai moral. Jumlahnya banyak dan menyebar di seluruh pelosok tanah air, khususnya di wilayah perdesaan. Dalam era otonomi, dimana kewenangan lebih berada di daerah Kabupaten/Kota, peran pesantren sebagai bagian dari masyarakat keseluruhan sangat besar dalam mendorong terciptanya local good governance.

Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan beberapa pokok pikiran yang terkait dengan  topik “Urgensi Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Otonomi Daerah Menuju Terciptanya Local Good Governance”, seperti yang diminta oleh panitia. 

Hadirin yang kami hormati

Kalau kita hitung-hitung, maka ternyata sudah lebih dari 56 tahun Negara Kesatuan ini tumbuh dan berkembang di tanah tumpah darah Republik Indonesia. Namun hingga kini masih banyak sekali masalah yang harus diselesaikan. Sebagian besar permasalahan tersebut adalah warisan dari Pemerintahan yang bernuansa sentralistik, sebagian lainnya merupakan hasil dari dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Beberapa ciri dari Pemerintahan yang bernuansa sentralistik antara lain adalah sebagai berikut:

a. banyaknya kebijakan Pemerintah yang bernuansa “top-down”, sehingga dominasi Pemerintah Pusat sangat tinggi. Akibatnya antara lain banyak terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi daerah, tidak sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah, dan tidak banyak mempertimbangkan keunggulan dan kebutuhan lokal. Lebih jauh dampaknya akan menimbulkan perbedaan dan konflik-konflik sosial dan lingkungan yang menjadi mahal untuk mengatasinya.

b. rendahnya semangat untuk melibatkan dan bekerja bersama masyarakat. Hal ini menyebabkan tidak terfahaminya masalah yang sebenarnya terjadi dan berkembang di masyarakat. Dampaknya antara lain beberapa kegiatan Pemerintah tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat setempat sehingga akhirnya tidak menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

c. kurang terbukanya Pemerintah dalam proses penyelenggaraan pembangunan menunjukan masyarakat hanya sekedar objek pembangunan yang harus memenuhi keinginan Pemerintah. Masyarakat belum menjadi subyek pembangunan atau masyarakat belum ditempatkan pada posisi inisiator (sumber bertindak). 

Dengan kuatnya kebijakan sentralisasi tersebut membuat semakin tingginya ketergantungan daerah-daerah kepada pusat. Kondisi tersebut nyaris mematikan kreatifitas masyarakat beserta seluruh perangkat pemerintah di daerah. 


Sementara itu dalam era otonomi daerah, tuntutan dan harapan daerah, khususnya masyarakat, antara lain mencakup hal-hal berikut: 

a. penguatan peran masyarakat (tidak sekedar peranserta masyarakat) yaitu menempatkan masyarakat secara bertahap dalam posisi menjadi tuan dan terlibat pada proses pengambilan keputusan dalam pembangunan,

b. penguatan semangat good governance yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, peningkatan profesionalisme, kepedulian terhadap rakyat, dan komitmen moral yang tinggi dalam segala proses pembangunan,

c. lebih mendesentralisasikan proses penyelenggaraan pembangunan kepada daerah, sehingga Pemerintah Pusat dituntut untuk lebih banyak menyusun dan mengembangkan Norma, Standar, Pedoman dan Manual serta memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang memang diminta dan diharapkan oleh pemerintah daerah.

Kondisi tersebut yang secara mendasar membedakan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan pada masa Pemerintahan yang bernuansa sentralistik dan Pemerintahan yang desentralistik seperti yang diharapkan sekarang ini. 

Hadirin peserta sarasehan yang saya hormati

Dalam era otonomi daerah yang memberikan kewenangan penuh pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, dimana masyarakat dan Pemerintah lebih dekat dan bersama-sama dalam menyelenggarakan pembangunan, maka Pemerintah diharapkan mampu secara efektif membaca kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Agar lebih efektif, diharapkan masyarakat, dalam hal ini komunitas Pesantren bisa menjadi salah satu ujung tombak untuk mampu memformulasikan masalah-masalah yang terjadi dan berkembang di masyarakat dan dapat menyampaikannya kepada Pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka paradigma community driven development yaitu penciptaan iklim untuk memberi penguatan peran masyarakat untuk ikut dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, ikut menggerakkan atau mensosialisasikan, ikut melaksanakan pembangunan, dan melakukan kontrol publik menjadi sangat signifikan. Hal itu bisa terkait dengan perencanaan, implementasi, dan keberlanjutan berbagai macam program sesuai dengan permasalahan dan urutan prioritasnya yang melalui proses demokratis, inklusif, dan transparan yang disepakati untuk ditangani bersama. Dengan demikian nantinya pembangunan, khususnya Kimpraswil, diarahkan untuk mampu memperbanyak pilihan-pilihan yang dapat diambil dan dimanfaatkan secara sungguh-sungguh oleh masyarakat. 

Peserta sarasehan yang saya hormati

Memperhatikan hal-hal tersebut serta prioritas-prioritas pembangunan nasional dan dalam upaya percepatan pelaksanaan otonomi daerah menuju terwujudnya good governance, maka program bidang Kimpraswil disusun secara sinergi antara berbagai prioritas pembangunan daerah dengan dukungan prasarana dan sarana wilayah serta memperhatikan berbagai upaya penanganan permasalahan strategis nasional, termasuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Prioritas program pembangunan Kimpraswil yang dimaksud mencakup empat kelompok sasaran yaitu :

a. Pembangunan dengan pendekatan pengembangan wilayah,

b. Penanganan permasalahan yang bersifat strategis nasional,

c. Fasilitasi pembangunan daerah untuk mempercepat desentralisasi, dan

d. Peningkatan kemampuan manajemen pembangunan dalam rangka perwujudan “good governance”.

Keempat sasaran strategis tersebut tidak berarti hanya merupakan program yang dibiayai sepenuhnya dari anggaran pusat, namun lebih sebagai media sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah di bidang Kimpraswil.


Untuk mendukung strategi tersebut, program pembangunan Kimpraswil diarahkan untuk mempertahankan dan memperluas jangkauan pelayanan jasa transportasi darat, laut, dan udara sebagai struktur wilayah; untuk meningkatkan tersedianya air baku serta dukungan jaringan irigasi; untuk memantapkan fungsi perkotaan; dan ikut serta dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Walaupun program penanggulangan kemiskinan pada dasarnya merupakan program daerah, namun Departemen Kimpraswil akan mendukung melalui program-program pembangunan permukiman dan prasarana di daerah kumuh perkotaan maupun prasarana perdesaan yang relatif tertinggal. Dalam penanggulangan kemiskinan tersebut juga terus diupayakan pemenuhan kebutuhan dasar di bidang perumahan dan permukiman yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, antara lain melalui pembangunan rumah sangat sederhana, rumah sederhana, dan rumah susun sederhana.

Selain itu Departemen Kimpraswil juga terus mendorong bertumbuh kembangnya upaya yang dilakukan oleh UKMK, dan juga melakukan berbagai upaya-upaya seperti mendorong pembangunan perumahan bertumpu pada masyarakat (P2BPM) melalui program tribina (bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan), penataan lingkungan permukiman kumuh baik di perkotaan maupun di perdesaan. Dorongan tersebut juga dilakukan melalui paket program yang mencakup komponen pemberdayaan sosial kemasyarakatan, peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan, pendayagunaan prasarana dan sarana, bantuan bergulir yang bersifat stimulatif untuk memugar rumah yang tidak/kurang layak huni, dan pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi. Dengan demikian kawasan hunian kita menjadi bersih dan tidak kumuh, sehingga Allah akan semakin suka kepada kita, karena kita bersih dan tinggal di tempat bersih (Al-Baqoroh 222), yang pada gilirannya akan melimpah ruahlah rahman dan rahimNya. 

Para peserta sarasehan yang saya hormati, pada akhir sesi ini saya ingin menggarisbawahi beberapa hal sebagai berikut:

a. bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan, masyarakat sudah sewajarnya ikut melakukan (berperan) atau dengan kata lain Pemerintah harus bekerja bersama masyarakat, karena pada hakekatnya Pemerintah bekerja bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk masyarakat. Upaya ini merupakan rangkaian proses untuk menuju penguatan peran masyarakat,  bukan sekedar peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan (community driven development). 

b. dengan kuatnya peran masyarakat, maka penyelenggaraan pembangunan akan lebih bisa dilakukan secara transparan, akuntabel, berakhlak, dan berorientasi pada rakyat atau dengan kata lain bernuansa good governance di segala lapisan. 
c. keterlibatan Pondok Pesantren (masyarakat) akan lebih mendorong penyelenggaraan pembangunan lebih memiliki roh (bermoral tinggi),  dan mendekati pada pemecahan masalah yang sebenarnya (yang dibutuhkan masyarakat lokal),  karena Pondok Pesantren dikenal dengan komunitas yang sangat dekat dengan akar rumput.
Akhirul kata kami sampaikan selamat bersarasehan, semoga memberi banyak maslahat bagi pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas, ber-etika dan mandiri.

Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamu’alaikum War. Wab.

Jakarta, 14 Juli 2001

Ir. Erna Witoelar, MSi
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